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ABSTRAK  

 Tujuan dibuatnya penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

jalannya standar operasional prosedur PPh pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi pada CV X 

diterapkan. Setelah meninjau langsung dengan melakukan wawancara diketahui perusahaan 

CV X belum menerapkan standar operasional prosedur khususnya terkai pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 usaha jasa konstruksi. Hal tersebut mengakibatkan karyawan tidak maksimal 

dalam melakukan pekerjaannya sehingga perusahaan lalai dalam melakukan pemotongan 

pajak maupun pelaporan pajak khususnya PPh pasal 4 ayat (2). 

 Dalam sebuah perusahaan standar operasional prosedur sangat diperlukan dalam 

menjalankan aktivitas-aktivitas perusahaan. Standar operasional prosedur (SOP) menjadi 

acuan kerja serta mengikat para karyawan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sehingga 

bisa mengurangi kesalahan serta bisa membantu mencari letak kesalahan dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan. 

Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, Pajak, Pph Pasal 4 ayat (2) 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Dasar Pemikiran Magang 

Pada saat ini perkembangan perpajakan di indonesia semakin maju dan semakin 

menunjukan pertumbuhan yang signifikan. Pajak merupakan salah satu pendapatan suatu negara 

yang diperoleh dari pungutan harta atau kekayaan penduduk negara tersebut untuk kebutuhan 

penyelenggaraan negara. Suatu negara apabila menerapkan sistem pajak yang benar, maka 

masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pungutan pajak tersebut. Hasil dari perpajakan 

tersebut digunakan sewajibnya untuk kepentingan publik seperti pembangunan sumber daya 

manusia (SDM) dan pembangunan sumber daya alam (SDA) serta pembangunan penunjang 

insfrastruktur. Masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di negara tersebut, 

diwajibkan membayar pungutan (pajak) sesaui yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang yang 

berlaku di negara tersebut.  

Pungutan yang dilakukan oleh suatu negara sudah diatur dalam perundang-undangan 

sehingga tidak merugikan atau memberatkan penanggung pajak dalam melakukan iuran yang 

sudah ditetapkan oleh penyelenggara negara. Apabila wajib pajak orang pribadi atau badan tidak 

melaporkan atau membayar pajak akan dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-

undang perpajakan. Di Indonesia lembaga yang menangani keterkaitan dengan pajak adalah 

Direktoral Jendral Pajak atau sering disebut (DJP). Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai 

unit kerja yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan yaitu kantor pelayanan pajak atau 

sering disebut (KPP). Kantor pelayanan pajak (KPP) terbagi menjadi 4 (empat) jenis sub bagian 

yaitu, KPP Besar, KPP Medium, KPP Pratama dan KPP Khusus. Dengan adanya pembagian unit 



kerja tersebut, DJP berhasil membangun sistem yang baik sehingga mampu menjalankan 

organisasi pelayanan pajak di Indonesia.  

Berdasarkan ketetapan pemerintah menurut undang-undang KUP No.28 Tahun 2007 

Pasal 1 Ayat (2) pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat tidak bisa merasakan imbalan secara langsung 

artinya, disaat wajib pajak orang pribadi atau badan membayarkan pajaknya, wajib pajak tidak 

secara langsung merasakan imbalan, karena pemerintah perlu mengelola hasil dari pungutan 

pajak terlebih dahulu untuk budgeting ditahun berjalan atau tahun berikutnya. Masyarakat harus 

taat kepada peraturan tersebut, sehingga negara dapat menyelenggarakan negara dengan baik 

sedangkan pemerintah bertanggung jawab penuh atas pungutan pajak untuk keperluan Negara 

dan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.  

CV X merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. 

Perusahaan ini berdiri pada tahun 2018. Kendala yang di dapat oleh perusahaan ini adalah sering 

terjadi kelalaian dalam pelaporan pajak yang mengakibatkan perusahaan lalai dalam  melaporkan 

pajaknya dan mendapat sanksi dari Direktoral Jendral Pajak. Hal ini disebabkan karena tidak 

adanya prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan pelaporan maupun pemungutan pajak. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan diatas dan sebagaimana untuk 

melengkapi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya Universitas Islam Indonesia, oleh sebab itu, 

maka penulis mengambil judul “STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) USAHA JASA KONSTRUKSI PADA  CV X” 



1.2 Tujuan Magang 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan magang ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui apakah CV X sudah memiliki SOP terkait PPh pasal 4 ayat (2) 

b. Mengetahui praktik terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada CV X 

1.3 Target Magang 

Berdasarkan tujuan di atas, maka target magang yang akan dicapai adalah mampu membuat 

rekomendasi standar operasional prosedur pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) usaha jasa 

konstruksi pada CV X. 

1.4 Bidang Magang 

Pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum. 

1.5 Lokasi Magang 

      Nama Perusahaan  : Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum 

    Alamat  :Perum UPN Sempu A-10 Wedomartani, Ngemplak,   Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta 

      Kode Pos   : 55584 

      Nomor Telp  : 0274 283 4162 

      Email   : kja.srisuryaningsum@gmail.com 

Gambar 1.1 : Denah KJA Sri Suryaningsum 

mailto:kja.srisuryaningsum@gmail.com


 

Sumber: https://www.google.co.id/maps/@-7.5505664,110.780416,14z 

 

 

1.6 Jadwal Magang 

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 01 April 2019 

dengan jadwal 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang penulis akan mengikuti 

prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum. 

Tabel 1.1  : Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang 

No Keterangan 

Waktu Pelaksanan 

Februari Maret April-Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Bimbingan dengan 

dosen pembimbing 

dan pembuatan 

TOR 

                        

2 Pelaksanaan 
kegiatan magang 

                        

3 Penyusunan 

laporan magang 
                        

4 Uji Kompetensi                         

 

https://www.google.co.id/maps/@-7.5505664,110.780416,14z


1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir ini menyangkut 4 pokok bagian pembahasan yaitu : 

BAB 1 PENDAUHULUAN 

 Bagian bab ini berisi tentang alur penulisan tugas akhir yang dirancang berdasarkan hasil 

dari pelaksanaan kegiatan magang, tujuan magang, target magang, serta lokasi magang. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bagian bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan langsung dengan dasar pemikiran 

penulis serta permasalahan yang dihadapi sebagai landasan penulisan laporan tugas akhir. 

BAB III PEMBAHASAN DESKRIPTIF 

 Bagian bab ini berisi pembahasan data yang diperoleh pada saat kegiatan pelaksanaan 

magang serta menceritakan gambaran umum Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum dan 

pembahasan projek yang di dapat oleh perusahaan. 

BAB IV KESIMPULAN 

 Bagian bab ini berisikan hasil dari penulisan tugas akhir yang berupa kesimpulan dari 

penulis.  

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Standar Operasional Prosedur 

 Didalam suatu perusahaan negeri maupun swasta, diperlukan aturan-aturan untuk 

membatasi karyawan-karyawan dalam bekerja agar bekerja sesuai dengan perintah aturan yang 

sudah dibuat oleh perusahaan. Begitu juga dengan prosedur, perusahaan sangat membutuhkan 

prosedur dalam menjalankan suatu sistem agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaan. Prosedur umum yang diterapkan pada perusahaan adalah standar operasional 

prosedur (SOP).  

Definisi standar operasional prosedur menurut Fajar Nur Aini D.F (2016 : 17) adalah 

suatu pedoman atau dasar acuan untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan fungsinya baik 

pada kinerja pemerintahan ataupun non-pemerintahan, usaha maupun non usaha yang 

berdasarkan indicator-indikator teknis, administrative dan procedural tata kerja, prosedur kerja 

dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 

Berdasarkan keterangan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, standart operasional 

prosedur adalah suatu proses atau suatu rangkaian kegiatan yang berguna untuk mengatur semua 

kegiatan atau pekerjaan dalam struktur perusahaan, organisasi atau lembaga lain untuk 

menjalankan perintah-perintah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

 



2.1.1 Tujuan Standar Operasional Prosedur 

 Menurut Fajar Nur Aini DF, (2016 : 37) tujuan dari standar operasional prosedur adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk meberikan acuan kerja atau pedoman kerja bagi karyawan pemula maupun 

yang sudah lama dalam pelaksanaan  kinerja. 

b. Untuk membantu menemukan suatu kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan 

kinerja. 

c. Untuk menjelaskan alur kinerja, wewenang serta tanggung jawab kinerja. 

d. Untuk dijadikan arsip dokumen sejarah dan sebagai acuan jika akan 

disempurnakan kembali ke standar operasional prosedur (SOP) yang lebih baik 

lagi. 

2.2 Dasar – Dasar Perpajakan  

2.2.1 Definisi Perpajakan 

 Menurut Rochmat Soemitrodalam buku Siti Resmi, (2017 : 1), pajak adalah iuran yang 

dilakukan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Sedangkan, menurut S. I. Djajadiningrat dalam buku Abdul Halim Dkk, (2016 : 2) 

menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 



dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk 

memelihara negara secara umum. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang 

bersifat memaksa dan tidak ada jasa timbal balik secara langsung, diatur dalam undang-undang 

untuk keperluan penyelenggaraan negara. 

2.2.2 Hukum Perpajakan 

 Indonesia memiliki landasan hukum pemungutan pajak yang terdapat dalam UUD 1945 

Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-

uandang. Dan undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain : 

1. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

2. UU No. 10 Tahun 1994 Pajak Penghasilan / UU No. Tahun 2000 

3. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambhan Nilai barang dan jasa dan Pajak 

Penjualan atas barang mewah / UU No. 10 Tahun 2000 

4. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

5. UU No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 7 Tahun 1995 tentang Bea Materai 

Menurut R.Santoso Brotodiharjo dalam buku Siti Resmi (2017 : 4) menyatakan bahwa 

hukum perpajakan termasuk ke dalam hukum public, yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara warga dengan penguasa. Hukum pajak berkaitan dengan hukum perdata dan hukum 

pidana. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan 

antara orang-orang pribadi, sedangkan hukum pidana merupakan suatu keseluruhan sistematis 

yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan dalam KUHP.  



2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

 Peraturan-peraturan perpajakan di era ini terus berbenah dan menunjukan hasil yang 

positif. Berwal dari perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang diubah menjadi UU  No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000. Hal 

tersebut masih disadari terdapat hal-hal yang belum tertampung pada Undang-undang No. 16 

Tahun 2000 dan menuntut untuk kembali disempurnakan  seiring berkembangngya sosial 

ekonomi, teknologi informasi serta kebijakan pemerintah makan diterbitkannya peraturan UU 

No. 28 Tahun 2007.  

 Perubahan  atau pembenahan bisa ditunjukkan dengan perubahan UU perpajakan yang 

terus disempurnakan khususnya UU tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan 

untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara, meningkatkan keterbukaan 

administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 Menurut (Siti Resmi, 2017 : 17) Ketentuan Umum dan Tata Cara mengacu pada 

kebijakan pokok sebagai berikut : 

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. 

2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. 

3. Menyesuaikan perkembangan bidang sosial ekonomi dan teknologi. 

4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. 

6. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten. 



7. Mendukung iklim usaha kecil sampai usaha menengah keatas ke arah yang lebih kondusif 

dan kompetitif. 

Jadi dapat disimpulkan nahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah melewati 

berbagai pembenahan-pembenahan atas dasar perubahan siklus ekonomi, teknologi informasi 

serta kebijkan yang diambil oleh masa pemerintahan. 

2.3.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

 Berikut ini adalah pemaparan menurut peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 

2007 dalam buku Siti Resmi (2017:22) : 

1. Kewajiban Wajib pajak 

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 

diberikan Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif. 

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat 

kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunkan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, 

serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak 

tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan 

oleh Direktorat Jendral Pajak. 



4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran 

pajak ke kas negara melaui tempat pembayaran yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

6. Membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan 

pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

8. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumnen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang. 

9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang 

perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan 

keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. 

2.3.2 Hak-Hak Wajib Pajak 

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. 

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu. 



3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral 

Pajak. 

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum 

melakukan tindakan pemeriksaan. 

5. Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak. 

6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu : 

(a) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar 

(b) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(c) Surat Keterangan Pajak Nihil 

(d) Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar atau 

(e) Pemotong atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdassarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat 

Keputusan Keberatan. 

8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 

atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib 

Pajak menyampaikan penbetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 



Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih 

harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 

1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007. 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

 Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah merupakan pajak yang bersifat Final yang 

berarti memiliki sifat final dan tidak bisa diubah ketentuannya. Dalam buku Siti Resmi (2017: 

147) Pajak pengahsilan pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh telah mengatur beberapa poin 

sebagai berikut: 

1. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. 

2. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara. 

3. Hadiah undian. 

4. Persewaan tanah dan atau bangunan. 

5. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan 

pengawasan konstruksi. 

6. Wajib pajak yang usahanya pokoknya melakukan pengalihan ha katas tanah dan 

atau bangunan. 

7. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada naggota wajib pajak 

orang pribadi. 

8. Deviden yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

2.4.1 Wajib Pajak Usaha Jasa Konstruksi 

 Di Indonesia wajib pajak usaha jasa konstruksi diatur dalam peraturan Undang-undang 

pajak penghasilan atas jasa konstruksi awalnya memiliki peraturan pemerintah No.51 Tahun 



2008. Aturan tersebut kembali disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 

dan Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2008. 

 Objek pajak dari usaha atas jas konstruksi dikenakan peghasilan bersifat final. Berikut ini 

adalah tarif pajak usaha jasa konstruksi dalam buku Abdul Halim, Dkk ( 2016 : 319) sebagai 

berikut :  

Tabel 2.1 : Tarif Pajak Memiliki Klasifikasi Usaha 

Bentuk Usaha Kualifikasi Usaha Tarif 

Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2% (tidak termasuk PPN) 

Pelaksanaan Konstruksi Menengah dan besar 3% (tidak termasuk PPN) 

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Kecil, menengah dan 

besar 

4% (tidak termasuk PPN) 

 

Tabel 2.2 : Tarif Pajak Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha 

Bentuk Usaha Tarif 

Pelaksana Konstruksi 4% (tidak termasuk PPN) 

Perencanaan dan 

Pengawasan 

6% (tidak termasuk PPN) 

 

 

 



2.4.2 Pengertian Usaha Jasa Konstruksi 

 Menurut (Siti Resmi, 2017:154) pengertian dalam usaha jasa konstruksi sebagai berikut : 

a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa yang menawarkan kegiatan konsultasi 

perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan konsultasi pengawasan 

pekerjaan konstruksi. 

b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan yang mencakup pekerjaan arsitek, sipil, 

mekanikal dan tata lingkungan, atau sebagian dari rangkaian kegiatan 

perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan suatu 

bangunan. 

c. Perencanaan kosntruksi adalah pemberian jasa kepada orang pribadi atau badan 

yang  mampu mewujudkan suatu pekerjaan dalam bentuk kertas kerja, file atau 

dokumen perencanaan bangunan. 

d. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa kepada orang pribadi maupun 

badan yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil 

perencanaan menjadi bentuk bangunan. 

e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 

mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan sampai dengan 

akhir pekerjaan.  

 

 

 



BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

Analisis deskriptif pada BAB III ini terdiri dari data umum dan data khusus, data umum 

yaitu tentang profil Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Sri Suryaningsum dan data khusus tentang 

hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian dari pembuatan prosedur dan pelaporan 

pajak tahunan pada CV X.. 

3.1 Data Umum  

Profil Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum ini terdiri dari visi misi, legalitas, 

pelayanan dan struktur organisasi. 

3.1.1 Gambaran Umum 

Kantor jasa akuntansi sri suryaningsum adalah kantor jasa akuntansi yang profesional 

dengan register akuntan Departemen Keuangan nomor D-14.747 dan register negara akuntan 

nomor 13/KM/LPPK/2017. Kantor jasa akuntansi sri suryaningsum ini beralamat di 

Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun tergolong 

baru, kantor jasa akuntansi Sri Suryaningsum telah memberikan pelayanan kepada beberapa 

perusahaan baik peusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Pelayanan 

yang diberikan oleh kantor jasa akuntansi sri suryaningsum berupa pembukuan, audit, 

perpajakan maupun permasalahan keuangan dan manajemen lainnya. Penanganan permasalahan 

akan dilakukan secara profesional oleh para ahli di bidangnya masing-masing. 

 3.1.2 Visi dan Misi 

Kantor jasa akuntansi Sri Suryaningsum memiliki visi dan misi yaitu: 



1. Visi 

Menjadi kantor jasa akuntan terpercaya di indonesia untuk meningkatkan daya saing 

klien dengan memberikan pelayanan atau jasa secara handal, profesional berdasarkan 

kompetensi dan dedikasi. 

2. Misi 

1. Menciptakan nilai tambah bagi klien 

2. Meningkatkan dan menjaga daya saing melalui sistem manajemen kontemporer 

3. Merespon secara cepat atas kebutuhan klien yang selalu berubah sesuai kebutuhan  

modern 

3.1.3 Pelayanan 

 Kantor jasa akuntansi Sri Suryaningsum terdiri dari staf yang memiliki keahlian dan 

pengalaman yang luas dibidan akuntansi, perpajakan maupun manajemen. Staff yang bekerja 

juga memiliki integritas yang tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis. Dengan 

didukung oleh staf yang profesional dan berintegritas tinggi kantor jasa akuntansi Sri 

Suryaningsum memberikan pelayanan jasa akuntansi dengan ruang lingkup sebagai berikut: 

a. Jasa pembukuan pembuatan laporan keuangan baik bulanan ataupun tahunan, sebagai 

berikut: 

1. Melakukan rekonsiliasi buku bank terhadap laporan bank 

2. Pembuatan neraca 

3. Pembuatan laporan laba rugi 

4. Persiapan buku besar umum bulanan dan laporan keuangan tahunan 

b. Jasa pembuatan perhitungan pajak 



1. Perhitungan pajak karyawan bulanan yang terdiri dari pajak penghasilan PPh 

pasal 21 (pajak bagi karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan) 

2. Perhitungan dan penyampaian surat pemberitahuan pajak dan persiapan bukti 

pemotongan pajak 

c. Jasa pembuatan legalitas usaha dan standar operasioanal prosedur (SOP) 

1. Membantu dalam mempersiapkan legalitas usaha 

2. Membantu untuk membuat standar opersional prosedur (SOP) 

d. Menyusun analisis kebijakan manajemen  

1. Analisis mikro dan makro ekonomi 

2. Pemberdayaan ekonomi 

3. Membuat analisis kebijakan manajemen 

4. Analisis resiko manajemen 

5. Pendampingan dalam menentukan standar mutu kualitas ekonomi dan bisnis  

3.1.4 Legalitas Usaha 

 Legalitas usaha kantor jasa akuntansi Sri Suryaningsum ini ditetapkan oleh Kementerian 

Keuangan dengan nomor 13/KM/LPPK/2017 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017 

3.1.5 Struktur Organisasi  

 Merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan tanggung 

jawab dan wewenang bagi setiap staf yang ada dalam perusahaan, Struktur organisasi kantor jasa 

akuntansi Sri Suryaningsum dapat dilihat pada gambar berikut sebagai berikut: 

 

 



Tabel 3.1 : Struktur Organisasi KJA Sri Suryaningsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah pembagian tugas dari struktur organisasai adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin KJA 

a. Memegang kekuasaan secara penuh dan bertanggungjawab terhadap 

pengembangan perusahaan secara keseluruhan 

b. Menentukan kebijakan yang dilaksanakan perusahaan, melakukan      penjadwalan 

seluruh kegiatan perusahaan 

2. Wakil Pemimpin KJA 

a. Membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan perusahaan 
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b. Melakukan pengawasan untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah 

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku 

3. Konsultan Ahli Akuntansi dan Audit 

a. Memberikan pandangan dan masukan mengenai langkah-langkah dan strategi apa 

yang harus dilakukan mengenai masalah akuntansi dan audit 

b. Sebagai pendamping dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan  

4. Konsultan Ahli Bisnis 

a. Memberikan bimbingan, saran, strategi maupun solusi yang dibutuhkan untuk 

merencanakan bisnis dalam situasi persaingan yang semakin ketat 

b. Mengatasi problem dan permasalahan bisnis 

5. Divisi Hukum 

a. Membuat perizinan serta legalitas bagi perusahaan 

b. Sebagai penghubung kemitraan antara perusahaan dengan pihak-pihak diluar 

perusahaan 

6. Divisi Akuntansi dan Manajemen 

a. Melakukan pencatatan setiap transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku di Indonesia 

b. Menyajikan laporan keuangan perusahaan atau informasi sesuai standar pelaporan 

PSAK 

7. Divisi Sektor dan Pajak Akuntansi 

a. Membantu bagian keuangan dalam hal pengurusan perpajakan  

b. Membuat pelaporan pajak perusahaan 

8. Divisi Teknologi Informatika 



a. Mengelola website yang ada di perusahaan 

b. Melakukan pengecekan apakah perangkat yang ada di dalam perusahaan berjalan 

dengan baik 

9. Divisi SDM 

a. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pemberdayaan pegawai sesuai 

kebutuhan perusahaan 

b. Melakukan perekrutan pegawai bagi perusahaan 

10. Divisi Komunikasi 

a. Melakukan negosiasi dengan klien  

b. Membangun relasi kepada instansi terkait dan lembaga yang terkait 

11. Divisi Administrasi 

a. Menerima panggilan telepon  

b. Membuat agenda kantor 

3.2 Data Khusus 

Berdasarkan dasar pemikiran serta landasan teori yang telah diuraikan pada sebelumnya, 

maka pada bagian bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah didapat 

melalui praktik kerja nyata yang telah dilaksanakan selama 1 bulan di kantor Jasa Akuntansi Sri 

Suryaningsum tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK PENGHASILAN 

PASAL 4 AYAT (2) USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV X. 

3.2.1 Struktur Organisasi CV X 

 CV X adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Perusahaan ini berdiri 

pada tahun 2018. Walaupun masih tergolong perusahaan yang baru, perusahaan ini sudah 



mendapat beberapa proyek atau dipercayai untuk memegang proyek yang berkaitan dengan 

konstruksi. Berikut adalah struktur organisasi pada CV X : 

Tabel 3.2 : Struktur Organisasi CV. X 

                   

 

 

  

 

 

 

  Berikut adalah pembagian tugas dari struktur organisasi CV X : 

1. Direktur 

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijkan perusahaan 

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan  

2. Finance 

a. Melakukukan pengelolaan keuangan perusahaan 

b. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan 

c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan 
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d. Melakukan pembayaran kepada supplier 

e. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan  

f. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan 

g. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang diterima 

h. Melakukan Evaluasi budget 

i. Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan beserta 

kelengkapannya 

3. Lelang / Tender  

a. Melakukan pengajuan harga barang atau alat alat konstruksi kepada perusahaan lain 

yang ingin menggunakannya 

b. Melakukan penawaran untuk memborong suatu proyek pekerjaan  

c. Menyediakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta besar atau pemerintah 

kepada perusahaan-perusahaan lain 

4. General Superintendent 

a. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan 

b. Bertanggung jawab atas seluruh pertanyaan proyek dari awal sampai selesai 

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak 

d. Memotivasi seluruh staffnya agar bekerja sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan 

tugasnya masing-masing 

5. Staff Pajak 

a. Bertanggung jawab untuk menangani pajak bulanan dan tahunan 

b. Menghitung dan melaporkan semua pembayaran pajak perusahaan 

c. Menyiapkan dan mendokumentasikan Faktur Pajak (SSP) 



6. Accounting 

a. Membuat pembukuan keuangan perusahaan 

b. Melakukan posting jurnal operasional 

c. Membuat laporan keuangan 

d. Menginput data jurnal akuntansi ke dalam system yang dimiliki perusahaan 

e. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan 

dengan transaksi keuangan 

f. Rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial 

7. Pelaksana  

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, 

dan spesifikasi pekerjaan 

b. Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja dilapangan 

c. Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak 

memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana 

d. Menjaga kebersihan dan ketertiban dilapangan 

e. Mengontrol setiap kebutuhan proyek untuk dilaporkan kepada General 

Superintendent 

8. Logistik  

a. Mencari dan mensurvey data jumlah material beserta harga bahan dari beberapa 

supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih harga bahan 

termurah dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan 



b. Melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau toko bahan bangunan dengan 

melaksanakan seleksi sebelumnya sehingga bias mendapatkan harga material 

termurah pada supplier terpilih 

c. Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang sudah didatangakan 

ke area proyek sehingga dapat tertata dengan rapid an terkontrol dengan baik jumlah 

pendatangan dan pemakaiannya 

d. Membuat label keterangan pada barang yang disimpan untuk menghindari kesalahan 

penggunaan akibat tertukar dengan barang lain 

e. Melakukan pencatatan keluar masuknya barang serta bertanggung jawab atas 

pendatangan dan ketersediaan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

pembangunan 

f. Mengelola persediaan barang dalam jumlah yang cukup pada waktu material tersebut 

diperlukan dengan biaya termurah serta memenuhi persyaratan mutu spesifikasi 

bahan dalam kontrak konstruksi 

g. Membuat dan menyusun laporan material sesuai dengan format yang sudah menjadi 

standar perusahaan kontraktor 

h. Membuat berita acara mengenai penerimaan atau penolakan material setelah melalui 

control kualitas bahan 

i. Menyusun macam-macam laporan logistic yang diminta oleh perusahaan 

j. Berkoordinasi dengan pelaksana lapangan dan bagian teknik proyek mengenai jumlah 

dan schedule pendatangan bahan yang dibutuhkan pada masing-masing waktu 

pelaksanaan pembangunan 

9. Administrasi Teknik 



a. Menangani masalah administrasi dan umum di lingkungan proyek 

b. Membuat laporan-laporan yang telah ditetapkan secara berkala 

c. Melakukan pencatatan bekas-bekas transaksi 

d. Bertanggung jawab kepada General Superintendent atas tugas-tugas yang diberikan 

3.2.2 SOP  Pajak Pasal 4 Ayat (2) Usaha Jasa Konstruksi Pada CV X 

 Pada saat penulis melakukan kunjungan dan melakukan wawancara secara langsung pada 

karyawan CV X diketahui adanya  kendala keterkaitan dengan standar operasional prosedur 

pajak PPh 4 ayat (2) pada perusahaan CV X. Kendala yang dihadapi oleh CV X adalah belum 

adanya standar operasional prosedur yang mengatur prosedur pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) 

usaha jasa konstruksi pada CV X, sehingga menyulitkan karyawan dalam menjalankan 

pekerjaannya. Dari hasil wawancara pada CV X, penulis merekomendasikan standar operasional 

prosedur  pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)  sebagai berikut :  

1. Penyedia Jasa (CV X) sebagai Pemotong Pajak  

1. Staf keuangan menerima data nilai kontrak kerja dari bagian lelang. staf keuangan 

melakukan komunikasi dengan staf pajak perihal nilai kontrak kerja yang berdasarkan 

kesepakatan antara perusahaan dan klien guna kepentingan pajak. 

2. Staf pajak melakukan pemotongan pajak Pph Final 4 Ayat (2) atas dasar kesepakatan 

nilai kontrak kerja dengan mencetak dokumen berupa SPT Masa, Daftar Bukti Potong 

dan Bukti Potong sebanyak 3 lembar, dilanjutkan dengan pengisian data dan dilanjut 

otorisasi oleh direktur. 



3. Staf pajak melakukan pembayaran ke kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk 

berdasarkan ketentuan DJP.  Kwitansi pembayaran pajak diarsipkan ke dalam arsip staf 

keuangan 

4. Staf pajak melakukan penyerahan dokumen bukti potong lembar 1 untuk wajib pajak, 

lembar 2 untuk KPP rekanan. Untuk bukti potong lembar ke 3 diarsipkan ke dalam arsip 

staf pajak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 3.1 : Rekomendasi SOP PPh Pasal 4 Ayat (2) Penyedia Jasa sebagai Pemotong Pajak 

CV X 
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2. Pengguna Jasa (Klien) sebagai Pemotong Pajak 

1. Staf pajak menerima bukti potong dari pemotong pajak (klien) 

2. Staf pajak mencetak dokumen berupa SPT Masa dan Daftar Bukti Potong untuk 

keperluan pelaporan pajak 

3. Staf pajak melakukan pengisian data dilanjut dengan otorisasi oleh direktur perusahaan 

4. Staf pajak melakukan pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak rekanan (KPP Rekanan) 

dengan membawa dokumen berupa SPT Masa, Daftar Bukti Potong, Bukti Potong Usaha 

Jasa Konstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.2 : Rekomendasi SOP PPh Pasal 4 Ayat (2) Pengguna Jasa SebagaiPemotong Pajak 

CV X 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat merangkum 

kesimpulan bahwa perusahaan CV X jasa konstruksi belum menerapkan standar operasional 

prosedur khususnya pada bagian pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi yang 

mengakibatkan staf pajak pada perusahaan CV X tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya.  

4.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran melalui rekomendasi 

standar opersional prosedur pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang dapat membantu perusahaan 

dalam memecahkan masalah perusahaan serta dapat membantu karyawan khusunya staf pajak 

dalam mengerjakan pekerjaanya perihal pajak pengasilan pasal 4 ayat (2) pada CV X jasa 

konstruksi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Surat Izin Usaha KJA Sri Suryaningsum 

 

 



Lampiran 2 : Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) 

  



Lampiran 3 : Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) Usaha Jasa Konstruksi 



Lampiran 4 : Daftar Bukti Potong  PPh Pasal 4 Ayat (2) Usaha Jasa Konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 5 : Data Lelang CV X 

 



Lampiran 6 : Surat Keterangan Magang 

 

 


